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PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA 

NOMOR   8  TAHUN  2012 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2011-2016 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI LEMBATA, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008  tentang Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan bahwa 

Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan 

setelah Kepala Daerah dilantik; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Lembata Tahun 2011-2016; 

 

Mengingat :     1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 

52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3967); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844); 
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8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 

2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725); 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 

Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4663); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4664); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4693); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737 ); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4741); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

21. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 

22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 
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23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 

26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 

2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001); 

27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 17 

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 

2009- 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 

Tahun 2008 Nomor 017 Seri E Nomor 009); 

28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 

Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah  Provinsi 

Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 

Nomor 0045); 
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29. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2007 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2007 Nomor 4 

Seri E Nomor 3) sebagaimana  telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata 

Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2007 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2012 Nomor 

7); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata  Nomor 1 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan  

Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata 

Tahun 2008 Nomor 1 Seri E  Nomor 1); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2008 Nomor 2 

Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata 

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan 

Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Lembata Tahun 2011 Nomor 2); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2008 

tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2008 Nomor 3 

Seri D Nomor 2); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2008 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga 

Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 

2008 Nomor 4 Seri D Nomor 3); 
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34. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 5 Tahun 2008 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan 

dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 

2008 Nomor 5 Seri D Nomor 4); 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA 

dan 

BUPATI LEMBATA 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 

JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 

2011-2016. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata. 

4. Bupati adalah Bupati Lembata. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lembata. 

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat 

Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, 

Kecamatan dan Kelurahan. 
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8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut 

BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Lembata. 

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

unit kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran 

dan barang daerah. 

10. Instansi Vertikal adalah perangkat Kementerian dan/atau Lembaga 

Pemerintah Non kementerian di daerah. 

11. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, termasuk 

masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan 

kegiatan dan hasil pembangunan. 

12. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan 

usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. 

13. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang 

tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang 

ada. 

14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah 

untuk periode 20 (dua puluh) tahun, yang memuat visi, misi, dan arah 

pembangunan jangka panjang Daerah. 

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata 

Tahun 2011-2016 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana 

pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan 

pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

16. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan 

rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan 

dokumen perencanaan selama periode 1 (satu) tahun. 

17. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 

adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen 

perencanaan pembangunan daerah untuk periode1 (satu) tahun. 

18. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang 

selanjutnya disingkat RTRWP adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah 

yang mengatur struktur dan pola ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur. 
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19. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 

Renja SKPD adalah rencana pembangunan tahunan SKPD yang 

merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. 

20. Rencana Strategis Satuan Kerja  Perangkat Daerah yang  selanjutnya 

disebut RenstraSKPD adalah rencana 5 (lima) tahunan yang 

menggambarkan visi, misi, analisis lingkungan strategis, faktor-faktor 

kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja di 

tingkat SKPD. 

21. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus 

menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk 

mewujudkan visi daerah. 

22. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 

akhir periode perencanaan. 

23. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

24. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi 1 

(satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang 

disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi. 

25. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau 

lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran 

terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan 

pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk 

peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua 

jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran 

(output) dalam bentuk barang atau jasa. 

26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Lembata. 

27. Masa Transisi adalah periode waktu antara berakhir masa berlakunya 

RPJMD Tahun 2011-2016 sampai dengan ditetapkannya RPJMD Tahun 

2016-2021. 
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BAB II  

KEDUDUKAN 

Pasal 2 

RPJMD merupakan : 

a. dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat 

penjabaran visi, misi dan program kerja Bupati terpilih ke dalam: 

1. pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan; 

2. strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah; 

3. kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah; 

4. indikasi Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah; 

5. indikator Kinerja Pembangunan Daerah; dan 

6. pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan dengan mempertimbangkan 

RPJPD. 

b. dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi 

seluruh komponen pelaku pembangunan daerah (stakeholders) dalam 

mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. 

 

 

BAB III 

MAKSUD 

 Pasal 3 

Maksud penyusunan RPJMD : 

a. agar tersedianya dokumen publik yang menjadi pedoman bagi Pemerintah 

Daerah dalam menyusun RKPD Tahunan dan Renstra SKPD 5 (lima) 

Tahun; 

b. agar tersedia landasan bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan 

terhadap kinerja Pemerintah Daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan 

dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan 

sosial ekonomi masyarakat dan pengembangan wilayah; dan 

c. agar tersedianya program dan kegiatan prioritas yang dapat menjadi pedoman 

bagi semua pemangku kepentingan pembangunan (stakeholders) dalam 

mengoptimalkan kiprah dan partisipasinya membangun daerah dalam rangka 

memperkokoh kabupaten percontohan yang beradab dan fitrah. 

 

 

BAB IV  

TUJUAN  

Pasal 4 

Tujuan penyusunan RPJMD adalah: 
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a. mengidentifikasi dan menganalisis kondisi umum berbagai sumberdaya 

pembangunan Daerah seperti geografis dan sumberdaya alam, 

perekonomian, sosial budaya dan sumber daya manusia, prasarana dan 

sarana, serta pemerintahan dan pelayanan umum; 

b. merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan 

pembangunan Daerah 5 (lima) tahun ke depan; dan 

c. menyajikan matrik indikasi rencana program dan kegiatan prioritas dalam 

pembangunan Daerah 5 (lima) tahun ke depan. 

 

 

BAB V 

 SISTEMATIKA 

 Pasal 5 

Sistematika RPJMD sebagai berikut : 

BAB I        PENDAHULUAN 

                 Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan 

antar   dokumen, sistematika penyusunan serta maksud dan 

tujuan. 

BAB  II      GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

                  Merupakan hasil analisa data dan informasi terhadap kondisi 

geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, 

daya saing daerah dan data dasar daerah lainnya serta capaian 

kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  SERTA    

KERANGKA PENDANAAN 

                  Memuat hasil analisa data dan informasi pengelolaan keuangan 

daerah, kebijakan pengelolaan keuangan daerah serta kerangka 

pendanaan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. 

BAB    IV    ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 

                  Memuat analisa permasalahan pembangunan yang selanjutnya 

dirumuskan menjadi butir-butir isu strategis daerah. 

BAB     V    VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

                   Memuat pernyataan dan penjelasan rumusan visi dan misi serta 

tujuan spesifik dan sasaran kinerja setiap misi pembangunan. 

BAB     VI   STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

                   Memuat uraian hubungan antara strategi dan arah kebijakan 

dengan target indikator kinerja. 
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BAB     VII   KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 

                    Memuat hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah 

kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan 

target capaian indikator kinerja. 

BAB  VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG  DISERTAI 

KEBUTUHAN PENDANAAN 

                    Memuat hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait 

beserta program yang menjadi tanggungjawab SKPD. 

BAB       IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH 

                    Memuat indikator kinerja sebagai gambaran ukuran keberhasilan 

pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati selama periode 

perencanaan. 

BAB      X    PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 

                    Memuat Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan. 

BAB     XI  PENUTUP 

BAB VI 

ISI DAN URAIAN  

Pasal 6 

Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum 

dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini. 

BAB VII  

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 7 

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan RPJMD. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengendalian dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dengan Peraturan Bupati. 

 

BAB VIII 

MASA TRANSISI 

Pasal 8 

(1) Masa transisi memuat program dan kegiatan yang bersifat indikatif yang 

disusun untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi 

kekosongan rencana pembangunan Daerah Tahun 2017. 
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(2) Bupati dan Wakil Bupati terpilih masa jabatan 2016-2021 selama masa 

transisi dapat menggunakan RPJMD Tahun 2011-2016 sebagai dasar 

penyusunan RKPD dan Rancangan APBD Tahun 2017. 

 

BAB IX 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 9 

RPJMD dijadikan sebagai dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

(LKPJ) Bupati Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016. 

 

BAB X  

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Lembata. 

 

 

Ditetapkan di Lewoleba 

pada tanggal  11 Juli  2012 

                                                                         BUPATI LEMBATA, 

 

 

  ELIASER YENTJI SUNUR 

 

Diundangkan di Lewoleba 

pada tanggal  11 Juli  2012 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA, 

 

 

PETRUS TODA ATAWOLO 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA 

NOMOR  8  TAHUN 2012 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2011–2016 

 

 

I. UMUM 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Lembata Tahun 2011–2016 merupakan dokumen perencanaan 

pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang digunakan 

sebagai acuan dalam penyusunan RKPD untuk setiap jangka waktu 1 (satu) 

tahun. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, 

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah 

terpilih kedalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum 

pembangunan daerah, arah kebijakan keuangan daerah, program dan 

kegiatan prioritas pembangunan. 

RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2011–2016 tersebut digunakan 

sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, yang merupakan rencana 

pembangunan tahunan Daerah, serta memuat prioritas pembangunan 

Daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran 

perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta 

program dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan 

yang bersifat indikatif. 

Kurun waktu RPJMD adalah 5 (lima) tahun. Pelaksanaan RPJMD 

Kabupaten Lembata Tahun 2011–2016 terbagi dalam tahapan perencanaan 

pembangunan pada periodisasi perencanaan pembangunan tahunan yang 

dituangkan dalam: 
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a. RKPD Tahun2011; 

b. RKPD Tahun2012;  

c. RPKD Tahun2013;  

d. RKPD Tahun2014; 

e. RKPD Tahun2015; 

f. RKPD Tahun 2016. 

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten 

Lembata Tahun 2011–2016 sangat tergantung dari kesepakatan, 

kesepahaman dan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, DPRD dan 

masyarakat serta pemangku kepentingan pembangunan lainnya (stakeholders) 

diKabupaten Lembata. 

Dalam rangka menjaga kontinyuitas pembangunan dan 

menghindarkan kekosongan rencana pembangunan Daerah, Kepala Daerah 

yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan 

menyusun RKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(RAPBD) pada tahun pertama periode Pemerintahan Kepala Daerah 

berikutnya, yaitu pada tahun 2016. Namun demikian, Kepala Daerah terpilih 

pada periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk 

menyempurnakan APBD melalui mekanisme Perubahan APBD (APBD-P) 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

RPJMD mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar 

pengelolaan pembangunan Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) 

tahun, yang merupakan penjabaran pembangunan Kabupaten 

Lembata dengan tetap memperhatikan arahan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur 

(RPJMD Provinsi NTT), merupakan pedoman dalam: 

a. penyusunan Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, dan  

perencanaan penganggaran; dan 
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b. mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis 

dan terpadu antara Perencanaan Pembangunan Nasional, 

Provinsi dan Kabupaten yang berbatasan. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Cukup jelas. 
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LAMPIRAN  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA  

    NOMOR        TAHUN 2012 

TENTANG  

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 

MENENGAH DAERAH KABUPATEN LEMBATA  

TAHUN 2011-2016 

   

 

 

 

 


